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I. UMUM 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 5 Mei 2011. Dengan 
berlakunya Undang-Undang tersebut telah memerintahkan pelaksanaan 
beberapa ketentuan untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Pemerintah yang masing-masing yaitu Pasal 23 mengenai persyaratan 
dan tata cara masuk dan keluar Wilayah Indonesia, Pasal 33 mengenai 
tata cara dan persyaratan pemberian, penarikan, pembatalan, 
pencabutan, penggantian, serta pengadaan blangko dan standardisasi 
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pasal 47 mengenai persyaratan 
dan tata cara permohonan, jenis kegiatan, dan jangka waktu Visa, serta 
tata cara pemberian Tanda Masuk, Pasal 65 mengenai tata cara dan 
persyaratan permohonan, jangka waktu, pemberian, perpanjangan, atau 
pembatalan Izin Tinggal, dan alih status Izin Tinggal, Pasal 90 mengenai 
pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi 
Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban 
perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia, Pasal 103 mengenai 
pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan, dan Pasal 112 mengenai 
persyaratan, tata cara pengangkatan PPNS Keimigrasian, dan 
administrasi penyidikan. Sedangkan khusus ketentuan lebih lanjut 
mengenai biaya imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (3) 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian akan diatur 
dengan Peraturan Pemerintah tersendiri. 

Penyusunan . . . 
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Penyusunan beberapa ketentuan yang merupakan peraturan 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian 
dalam satu Peraturan Pemerintah dimaksudkan agar lebih efisien dan 
terintegrasi serta untuk memberikan kemudahan pemahaman bagi 
pihak-pihak yang berkepentingan di bidang Keimigrasian. 

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan 
Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara untuk: 
a.  masuk dan keluar Wilayah Indonesia bagi warga negara Indonesia 

dan Orang Asing, serta alat angkut; 
b.  pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, serta pengadaan blangko 
dan standardisasinya;  

c.  permohonan Visa, beserta jenis kegiatan dan jangka waktu berlaku 
penggunaannya; 

d.  permohonan Izin Tinggal, meliputi pemberian dan perpanjangan, 
jenis dan jangka waktu, dan pembatalan Izin Tinggal, serta alih 
status Izin Tinggal; 

e.  pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi 
Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap 
korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; 

f.  pelaksanaan Pencegahan dan Penangkalan; dan 
g.  pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan 

Keimigrasian. 

Pengaturan masuk dan keluar Wilayah Indonesia meliputi 
penumpang, awak alat angkut (crew), dan alat angkut itu sendiri. Warga 
negara Indonesia dalam pengaturan ini tidak dapat ditolak masuk ke 
Wilayah Indonesia sepanjang memiliki bukti yang menunjukkan yang 
bersangkutan sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan untuk Tanda 
Masuk yang diberikan oleh Pejabat Imigrasi bagi Orang Asing selain 
sebagai bukti diizinkannya untuk masuk ke Wilayah Indonesia, juga 
berfungsi sebagai Izin Tinggal yang diberikan sesuai dengan Visa yang 
dimiliki. Khusus untuk pemegang Visa tinggal terbatas, Tanda Masuk 
yang diberikan merupakan Izin Tinggal terbatas yang bersifat sementara 
dalam jangka waktu tertentu. 

Visa . . . 
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Visa kunjungan dan Visa tinggal terbatas dalam pengajuan dan 
pemberiannya selain dilakukan di Perwakilan Republik Indonesia dapat 
juga diberikan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada saat tiba di  
Wilayah Indonesia. Khusus untuk Visa diplomatik dan Visa dinas dalam 
pengajuan dan pemberiannya hanya dapat dilakukan di Perwakilan 
Republik Indonesia. Dalam hal Visa tinggal terbatas saat kedatangan, 
dalam perkembangannya diberikan kepada warga negara asing yang 
akan bekerja dalam jangka waktu singkat, dan bagi Orang Asing yang 
akan bekerja di atas kapal, alat apung atau instalasi yang beroperasi di 
wilayah perairan nusantara, laut teritorial, landas kontinen dan/atau 
Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Visa meskipun merupakan 
persetujuan masuk ke Wilayah Indonesia, namun bukanlah merupakan 
jaminan bahwa setiap pemegang Visa dapat secara otomatis diberikan 
Tanda Masuk. 

Berdasarkan hal tersebut, maka lebih lanjutnya Izin Tinggal dapat 
diberikan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, Kantor 
Imigrasi, dan Kementerian Luar Negeri. Izin Tinggal yang diberikan oleh 
Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi adalah melekat atau 
menyatu secara fungsional dengan Tanda Masuk. Izin Tinggal yang 
diberikan di Kantor Imigrasi adalah dalam hal perpanjangan Izin Tinggal 
kunjungan, Izin Tinggal terbatas untuk pertama kali dan 
perpanjangannya kecuali bagi Orang Asing yang akan melakukan 
pekerjaan singkat, pemberian Izin Tinggal Tetap dan perpanjangannya, 
dan Izin Tinggal melalui proses alih status Keimigrasian. Adapun Izin 
Tinggal yang diberikan di Kementerian Luar Negeri berkenaan dengan 
kunjungan dan penempatan Orang Asing di Wilayah Indonesia dalam 
rangka tugas diplomatik ataupun tugas yang bukan bersifat diplomatik. 

Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi warga negara 
Indonesia baik berupa Paspor maupun Surat Perjalanan Laksana Paspor, 
berfungsi tidak hanya sebagai dokumen perjalanan antarnegara, namun 
juga merupakan bukti identitas diri dan bukti kewarganegaraan 
Republik Indonesia bagi pemegangnya pada saat berada di luar Wilayah 
Indonesia. Oleh karenanya, untuk keamanan dan pengamanan 
Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Menteri atau Pejabat Imigrasi 
dan Menteri Luar Negeri berkewajiban menetapkan standardisasi 

blangko . . . 
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blangko Paspor yang antara lain meliputi bentuk, ukuran, desain, dan isi 
blangko. 

Pada dasarnya warga negara Indonesia berhak untuk keluar 
Wilayah Indonesia, dan warga negara asing berhak untuk tinggal baik 
kunjungan, tinggal sementara, atau menetap di Wilayah Indonesia. 
Namun untuk ketertiban dan perlindungan warga negara Indonesia, 
serta terjaminnya keberadaan dan kegiatan warga negara asing sesuai 
maksud dan tujuannya, maka dilakukan pengawasan Keimigrasian. 
Pengawasan Keimigrasian ini dalam bentuk pengawasan administratif 
maupun pengawasan lapangan, dan sifatnya dapat secara terkoordinatif 
dengan instansi lain terkait. Selain itu pelaksanaan pengawasan 
Keimigrasian juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen 
Keimigrasian yang dapat diakses oleh instansi dan/atau lembaga 
pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

Selanjutnya untuk melindungi keamanan dan ketertiban serta 
kepentingan negara dan Pemerintah Republik Indonesia maka dilakukan 
Pencegahan dan Penangkalan atas dasar keputusan, permintaan, atau 
perintah dari pejabat yang berwenang melakukan Pencegahan sesuai 
Undang-Undang, atau instansi terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya dalam hal Penangkalan. Untuk Pencegahan, dalam keadaan 
mendesak dapat dilakukan permintaan kepada Pejabat Imigrasi pada 
Tempat Pemeriksaan Imigrasi atau unit pelaksana teknis yang 
membawahi Tempat Pemeriksaan Imigrasi oleh pejabat yang ditunjuk. 
Namun guna kepastian hukum, dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari 
sejak permintaan secara langsung disampaikan keputusan tertulisnya 
harus disampaikan kepada Menteri. 

Terhadap Orang Asing yang melanggar ketentuan peraturan 
perundang-undangan, dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, 
menunggu pelaksanaan Deportasi, atau ditolak masuk ke Wilayah 
Indonesia, Pejabat Imigrasi berwenang untuk menempatkannya di 
Rumah Detensi Imigrasi atau Ruang Detensi Imigrasi dan berkewajiban 
untuk pemulangan atau pendeportasian terhadap Orang Asing sebagai 
Deteni dimaksud. Dalam rangka penerapan nilai hak asasi manusia 
khusus terhadap deteni yang hingga dalam jangka waktu 10 (sepuluh) 
tahun  belum  juga  dapat dipulangkan atau dideportasi,  kepada  Deteni  

tersebut . . . 
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tersebut dapat diberikan izin berada di luar Rumah Detensi Imigrasi 
berdasarkan persetujuan Menteri, dengan tetap mewajibkannya melapor 
secara periodik/berkesinambungan kepada Pejabat Imigrasi. 

Penyidikan Keimigrasian dilakukan terhadap Orang Asing yang 
melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian. Untuk ketertiban pelaksanaannya dilakukan 
pengangkatan PPNS Keimigrasian dan administrasi penyidikan 
Keimigrasian yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai hukum acara pidana dan peraturan 
pelaksanaannya. 

 
II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 

Cukup jelas. 

Pasal 3 

Cukup jelas. 

Pasal 4 

Cukup jelas. 

Pasal 5 

Cukup jelas. 

Pasal 6 

Cukup jelas. 

Pasal 7 

Cukup jelas. 

 Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 

Cukup jelas. 

Pasal 9 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “fasilitas Keimigrasian” adalah 
fasilitas yang diberikan kepada anak berkewarganegaraan 
ganda pemegang Paspor Kebangsaan, yang dibuktikan 
dengan affidavit. 

Affidavit adalah surat Keimigrasian yang dilekatkan atau 
disatukan pada paspor asing yang memuat keterangan 
sebagai anak berkewarganegaraan ganda dan memberikan 
fasilitas Keimigrasian kepada pemegangnya berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.   

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan menggunakan “paspor yang sama” 
adalah paspor yang digunakan oleh anak 
berkewarganegaraan ganda pada saat masuk dan keluar 
Wilayah Indonesia dengan dokumen yang sama.  

Contoh: 

Anak berkewarganegaraan ganda yang keluar Wilayah 
Indonesia dengan menggunakan paspor asing, ketika masuk 
kembali juga harus menggunakan paspor asing yang sama 
pada saat anak tersebut keluar Wilayah Indonesia. 

 
Ayat (2) . . . 
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Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Pasal 12 

Cukup jelas. 

Pasal 13 

Cukup jelas. 

Pasal 14 

Cukup jelas. 

Pasal 15 

Cukup jelas. 

Pasal 16 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “exit permit only” adalah izin 

untuk meninggalkan Wilayah Indonesia dan tidak 

untuk kembali. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 Pasal 17 . . . 
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Pasal 17 

Cukup jelas. 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Pasal 19 

Cukup jelas. 

Pasal 20 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Ayat (5) 

Yang dimaksud dengan “sepanjang menyangkut pemeriksaan 
orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia” adalah 
bahwa Petugas Pemeriksa Pendaratan tidak boleh 
melaksanakan kewenangan yang dimiliki oleh Pejabat 
Imigrasi antara lain penolakan masuk atau penolakan keluar 
Wilayah Indonesia. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

Pasal 21 

Cukup jelas. 

Pasal 22 . . . 
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Pasal 22 

Cukup jelas. 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Pasal 24 

Cukup jelas. 

Pasal 25 

Cukup jelas. 

Pasal 26 

Cukup jelas. 

Pasal 27 

Cukup jelas. 

Pasal 28 

Cukup jelas. 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Pasal 30 

Cukup jelas. 

Pasal 31 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

 
Huruf c . . . 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “keadaan darurat” meliputi adanya 
alat angkut yang mendarat di Wilayah Indonesia dalam 
rangka bantuan kemanusiaan (humanitarian assistance) 
pada daerah bencana alam di Wilayah Indonesia (national 
disaster) atau dalam hal terdapat alat angkut yang membawa 
Orang Asing berlabuh atau mendarat di suatu tempat di 
Indonesia karena kerusakan mesin atau cuaca buruk, 
sedangkan alat angkut tersebut tidak bermaksud untuk 
berlabuh atau mendarat di Wilayah Indonesia.  

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 32 

Cukup jelas. 

Pasal 33 

Cukup jelas. 

Pasal 34 

Cukup jelas. 

Pasal 35 

Cukup jelas. 

Pasal 36 

Cukup jelas. 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Pasal 39 . . . 
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Pasal 39 

Cukup jelas. 

Pasal 40 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Yang dimaksud dengan “surat perintah penugasan” adalah 
surat perintah yang diberikan oleh atasan terhadap bawahan 
untuk melaksanakan tugas dalam instansi dan/atau 
lembaga pemerintahan terkait sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

Yang dimaksud dengan “Pegawai Negeri Sipil tertentu” antara 
lain Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas dari 
Badan Narkotika Nasional, Badan Nasional Penanggulangan 
Terorisme. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Pasal 42 

Cukup jelas. 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal 44 

Cukup jelas. 

Pasal 45 . . . 
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Pasal 45 

Cukup jelas. 

Pasal 46 

Cukup jelas. 

Pasal 47 

Cukup jelas. 

Pasal 48 

Cukup jelas. 

Pasal 49 

Cukup jelas. 

Pasal 50 

Cukup jelas. 

Pasal 51 

Cukup jelas. 

Pasal 52 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “verifikasi” adalah alur untuk 
memeriksa data pemohon yang di input oleh petugas 
entry data sesuai data terlampir yang meliputi 
Pencegahan dan Penangkalan berdasarkan kemiripan 
data pemohon dengan data yang tersedia pada data 
base Keimigrasian.  

 
Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “adjudikasi” adalah tahapan 
pengecekan permohonan berdasarkan data biometrik 
pada data base Keimigrasian dan/atau daftar 
Pencegahan dan Penangkalan. 

Pasal 53 

Cukup jelas. 

Pasal 54 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” antara lain 
pemulangan warga negara Indonesia dari negara lain yang 
disebabkan Paspor hilang atau rusak dan pemulangan warga 
negara Indonesia bermasalah. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 55 

Cukup jelas. 

Pasal 56 

Cukup jelas. 

Pasal 57 

Cukup jelas. 

Pasal 58 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah pemulangan 
kembali Orang Asing ke negara asalnya. 

Pasal 59 

Cukup jelas. 

Pasal 60 

Cukup jelas. 

Pasal 61 

Cukup jelas. 

Pasal 62 

Cukup jelas. 

Pasal 63 

Cukup jelas. 

Pasal 64 

Cukup jelas. 

Pasal 65 

Cukup jelas. 

Pasal 66 

Cukup jelas. 

Pasal 67 

Cukup jelas. 

Pasal 68 

Cukup jelas. 
 

Pasal 69 . . . 
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Pasal 69 

Cukup jelas. 

Pasal 70 

Cukup jelas. 

Pasal 71 

Cukup jelas. 

Pasal 72 

Cukup jelas. 

Pasal 73 

Cukup jelas. 

Pasal 74 

Cukup jelas. 

Pasal 75 

Cukup jelas. 

Pasal 76 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “paspor lain” antara lain paspor 
biasa, paspor dinas, atau laissez passer. 

Yang dimaksud dengan “tugas yang bersifat diplomatik” 
antara lain: 

a. melaksanakan tugas penempatan pada perwakilan 
diplomatik dan konsuler negara asing yang 
diakreditasikan di Indonesia atau organisasi internasional 
yang memiliki kantor perwakilan di Indonesia; 

b. kunjungan untuk menghadiri konferensi dan pertemuan 
internasional lainnya; dan 

c. kunjungan kurir diplomatik. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 77 

Cukup jelas. 

Pasal 78 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” 
antara lain berupa surat undangan dari pihak 
penyelenggara, atau surat konfirmasi keikutsertaan 
kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan 
internasional yang dilaksanakan di Indonesia, surat 
keterangan sehat, dan kartu identitas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Pasal 79 

Cukup jelas. 

Pasal 80 

Cukup jelas. 
 

Pasal 81 . . . 



 
 

 

- 17 - 
 

 
 

Pasal 81 

Cukup jelas. 

Pasal 82 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “paspor lain” antara lain paspor 
biasa, paspor diplomatik, atau laissez-passer. 

Yang dimaksud dengan “tugas resmi yang tidak bersifat 
diplomatik” antara lain:  

a. melaksanakan tugas penempatan pada perwakilannya 
atau organisasi internasional di Indonesia; 

b. melaksanakan tugas penempatan di Indonesia dalam 
kerangka kerja sama teknik antara Pemerintah Republik 
Indonesia dengan pemerintah negara lain dan/atau 
organisasi internasional berdasarkan suatu perjanjian 
bilateral;   

c. kunjungan bersifat kedinasan nondiplomatik yang 
mewakili  pemerintahnya  kepada instansi Pemerintah 
Indonesia terkait, mengunjungi perwakilan diplomatik 
atau perwakilan konsuler;  

d. kunjungan bersifat kedinasan nondiplomatik yang 
mewakili organisasi internasional kepada instansi 
Pemerintah Indonesia terkait, mengunjungi perwakilan 
organisasi internasionalnya; dan 

e. kunjungan menghadiri konferensi atau pertemuan 
internasional lainnya. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 83 . . . 
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Pasal 83 

Cukup jelas. 

Pasal 84 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “dokumen pendukung lainnya” 

antara lain berupa surat undangan dari pihak 

penyelenggara, atau surat konfirmasi keikutsertaan 

kegiatan pelatihan, konferensi atau pertemuan 

internasional yang dilaksanakan di Indonesia, surat 

keterangan sehat, dan kartu identitas.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 85 

Cukup jelas. 

Pasal 86 

Cukup jelas. 
 
 

Pasal 87 . . . 
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Pasal 87 

Cukup jelas. 

Pasal 88 

Cukup jelas. 

Pasal 89 

Cukup jelas. 

Pasal 90 

Huruf a 

Cukup jelas.  

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Memiliki biaya hidup selama berada di wilayah Indonesia 
dibuktikan dengan menunjukan rekening koran, buku 
tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan terakhir milik Orang 
Asing yang bersangkutan atau Penjamin yang 
menggambarkan adanya jaminan biaya hidup yang cukup 
bagi dirinya dan/atau keluarganya.    

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 91 

Cukup jelas. 

Pasal 92 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Memiliki biaya hidup selama berada di wilayah 
Indonesia dibuktikan dengan menunjukan rekening 
koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan 
terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau 
Penjamin yang menggambarkan adanya jaminan biaya 
hidup yang cukup bagi dirinya dan/atau keluarganya.    

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Pasal 93 

Cukup jelas. 

Pasal 94 

Cukup jelas. 

Pasal 95 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

 

 Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “pemerintah” adalah pemerintah 
Republik Indonesia atau pemerintah negara lain. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Pasal 96 

Cukup jelas. 

Pasal 97 

Cukup jelas. 

Pasal 98 

Cukup jelas. 

Pasal 99 

Cukup jelas. 

Pasal 100 

Cukup jelas. 

Pasal 101 

Cukup jelas. 

Pasal 102 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 



 
 

 

- 22 - 
 

 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “kegiatan yang berkaitan 

dengan profesi” antara lain olahraga, artis, hiburan, 

pengobatan, konsultan, pengacara, dan perdagangan.  

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 

Huruf l 

Cukup jelas. 

 

 

Huruf m . . . 
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Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 
Ayat (3) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas.  

Huruf e 

Yang dimaksud dengan “repatriasi” adalah Orang Asing 
eks warga negara Indonesia yang ingin tinggal di 
Wilayah Indonesia. 

Huruf f 

Cukup jelas. 
Ayat (4) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak atau anak 
angkat dari duda/janda Orang Asing yang kawin 
dengan warga negara Indonesia. 

Huruf e 

Cukup jelas. 
Pasal 103 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Memiliki biaya hidup selama berada di Wilayah 
Indonesia dibuktikan dengan menunjukan rekening 
koran, buku tabungan, atau deposito 3 (tiga) bulan 
terakhir milik Orang Asing yang bersangkutan atau 
Penjamin yang menggambarkan adanya jaminan biaya 
hidup yang cukup bagi dirinya dan/atau keluarganya. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d . . . 
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Huruf d 

Dalam ketentuan ini apabila ayah atau ibu warga 
negara Indonesia anak berkewarganegaraan ganda telah 
meninggal dunia maka fotokopi kartu tanda penduduk 
dan fotokopi kartu keluarga ayah atau ibu warga negara 
Indonesia diganti dengan fotokopi kartu tanda 
penduduk dan fotokopi kartu keluarga Penjamin. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 
Pasal 104 

Cukup jelas. 

Pasal 105 

Cukup jelas. 

Pasal 106 

Cukup jelas. 

Pasal 107 

Cukup jelas. 

Pasal 108 

Cukup jelas. 

Pasal 109 

Cukup jelas. 

Pasal 110 

Cukup jelas. 

Pasal 111 . . . 



 
 

 

- 26 - 
 

 
 

Pasal 111 

Cukup jelas. 

Pasal 112 

Cukup jelas. 

Pasal 113 

Cukup jelas. 

Pasal 114 

Cukup jelas. 

Pasal 115 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “menjalani pidana penjara di 
lembaga pemasyarakatan” adalah termasuk pemberian 
cuti mengunjungi keluarga, cuti menjelang bebas, 
asimilasi, dan pembebasan bersyarat. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 116 

Cukup jelas. 

Pasal 117 

Cukup jelas. 
 

 
Pasal 118 . . . 
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Pasal 118 

Cukup jelas. 

Pasal 119 

Cukup jelas. 

Pasal 120 

Cukup jelas. 

Pasal 121 

Cukup jelas. 

Pasal 122 

Cukup jelas. 

Pasal 123 

Cukup jelas. 

Pasal 124 

Cukup jelas. 

Pasal 125 

Cukup jelas. 

Pasal 126 

Cukup jelas. 

Pasal 127 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c . . . 
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Huruf c 

Yang dimaksud dengan “instansi berwenang lainnya” 
misalnya Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, atau Kementerian Pertahanan. 

Pasal 128 

Cukup jelas. 

Pasal 129 

Cukup jelas. 

Pasal 130 

Cukup jelas. 

Pasal 131 

Cukup jelas. 

Pasal 132 

Cukup jelas. 

Pasal 133 

Cukup jelas. 

Pasal 134 

Cukup jelas. 

Pasal 135 

Cukup jelas. 

Pasal 136 

Cukup jelas. 

Pasal 137 

Cukup jelas. 

Pasal 138 

Cukup jelas. 

Pasal 139 . . . 
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Pasal 139 

Cukup jelas. 

Pasal 140 

Cukup jelas. 

Pasal 141 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “anak” adalah anak atau anak 
angkat dari duda/janda Orang Asing yang kawin 
dengan warga negara Indonesia.  

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Pasal 142 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

 
Huruf b . . . 



 
 

 

- 30 - 
 

 
 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Yang dimaksud dengan “wisatawan lanjut usia 
mancanegara” adalah wisatawan warga negara asing yang 
berusia  paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun. 

Angka 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Cukup jelas. 

Angka 3 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Yang dimaksud dengan “polis asuransi kesehatan, 
asuransi  kematian, dan asuransi tanggung jawab 
hukum kepada pihak ketiga di bidang perdata” adalah 
polis asuransi yang berlaku di Wilayah Indonesia. 

 
Angka 5 . . . 
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Angka 5 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Yang dimaksud dengan “tenaga kerja informal” antara 
lain pramuwisma, sopir, penjaga keamanan, dan 
tukang kebun. 

Pasal 143 

Cukup jelas. 

Pasal 144 

Cukup jelas. 

Pasal 145 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2)  

Cukup jelas. 

Ayat (3)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “paspor” adalah dokumen resmi 
yang dikeluarkan oleh suatu negara baik terhadap 
warga negaranya maupun bukan warga negaranya dan 
berlaku dalam jangka waktu tertentu. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (4)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “paspor” adalah dokumen resmi 
yang dikeluarkan oleh suatu negara baik terhadap 
warga negaranya maupun bukan warga negaranya dan 
berlaku dalam jangka waktu tertentu. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (5)  

Cukup jelas. 

Ayat (6)  

Cukup jelas. 

Ayat (7)  

Cukup jelas. 

Pasal 146 

Cukup jelas. 

Pasal 147 

Cukup jelas. 

Pasal 148 

Cukup jelas. 

Pasal 149 

Cukup jelas. 

Pasal 150 

Cukup jelas. 

Pasal 151 

Cukup jelas. 

Pasal 152 . . . 
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Pasal 152 

Ayat (1)  

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan “keluarga” adalah suami/isteri 
dan anak. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 153 

Cukup jelas. 

Pasal 154 

Cukup jelas. 

Pasal 155 

Cukup jelas. 

Pasal 156 

Cukup jelas. 
 
 

Pasal 157 . . . 
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Pasal 157 

Cukup jelas. 

Pasal 158 

Cukup jelas. 

Pasal 159 

Cukup jelas. 

Pasal 160 

Cukup jelas. 

Pasal 161 

Cukup jelas. 

Pasal 162 

Cukup jelas. 

Pasal 163 

Cukup jelas. 

Pasal 164 

Cukup jelas. 

Pasal 165 

Cukup jelas. 

Pasal 166 

Cukup jelas. 

Pasal 167 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b . . . 
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Huruf b 

Yang dimaksud dengan “pekerja” adalah Orang Asing 
dengan jabatan pimpinan tertinggi perusahaan 
dan/atau kepala perwakilan perusahaan asing yang 
beroperasi di Wilayah Indonesia. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “investor” adalah Orang Asing 
penanam modal dan/atau Orang Asing pemegang 
saham dalam suatu perusahaan di Indonesia. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “lanjut usia” adalah Orang 
Asing yang berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) 
tahun. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Cukup jelas. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 168 

Cukup jelas. 

Pasal 169 

Cukup jelas. 
 

Pasal 170 . . . 
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Pasal 170 

Cukup jelas. 

Pasal 171 

Cukup jelas. 

Pasal 172 

Cukup jelas. 

Pasal 173 

Cukup jelas. 

Pasal 174 

Ayat (1) 

Cukup jelas.  

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “pengawasan lapangan bersifat 
terbuka” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 
mendatangi suatu tempat dengan menunjukan identitas. 

Yang dimaksud dengan “pengawasan lapangan bersifat 
tertutup” adalah pengawasan yang dilakukan dengan cara 
penyamaran di tempat yang diduga terdapat pelanggaran 
Keimigrasian. 

Pasal 175 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Data dan informasi yang dapat diakses adalah data dan 
informasi tertentu yang telah terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian yang dilaksanakan 

berdasarkan . . . 
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berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi 
dan/atau lembaga pemerintahan terkait. 

Pasal 176 

Cukup jelas. 

Pasal 177 

Cukup jelas. 

Pasal 178 

Cukup jelas. 

Pasal 179 

Cukup jelas. 

Pasal 180 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Data dan informasi yang dapat diakses adalah data dan 
informasi tertentu yang telah terintegrasi dalam Sistem 
Informasi Manajemen Keimigrasian yang dilaksanakan 
berdasarkan nota kesepahaman atau perjanjian antara 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan instansi 
dan/atau lembaga pemerintahan terkait. 

Pasal 181 

Cukup jelas. 

Pasal 182 

Ayat (1)  

Cukup jelas. 

Ayat (2) . . . 
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Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “dalam keadaan tertentu” adalah 
tanpa perintah atasan atau pejabat yang berwenang dalam hal 
mengetahui secara langsung dan menangkap basah 
keberadaan dan/atau kegiatan orang asing yang patut diduga 
melakukan pelanggaran Keimigrasian. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 183 

Cukup jelas. 

Pasal 184 

Cukup jelas. 

Pasal 185 

Cukup jelas. 

Pasal 186 

Cukup jelas. 

Pasal 187 

Cukup jelas. 

Pasal 188 

Cukup jelas. 

Pasal 189 

Cukup jelas. 

Pasal 190 

Cukup jelas. 

Pasal 191 

Cukup jelas. 

Pasal 192 . . . 
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Pasal 192 

Cukup jelas. 

Pasal 193 

Cukup jelas. 

Pasal 194 

Cukup jelas. 

Pasal 195 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “instansi dan/atau lembaga 
pemerintahan di pusat” antara lain adalah Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, 
Kementerian Luar Negeri,  Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kepolisian Negara 
Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 
Badan Narkotika Nasional, Badan Intelijen Negara, Badan 
Intelijen Strategis Tentara Nasional Indonesia, dan Badan 
Nasional Penanggulangan Terorisme.  

Yang dimaksud dengan “instansi dan/atau lembaga 
pemerintahan di daerah” antara lain Kepolisian 
Daerah/Kepolisian Resort Metro/Kepolisian Resort 
Kota/Kepolisian Resort, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota, 
Badan Narkotika Nasional provinsi/kabupaten/kota, Badan 
Intelijen Negara Daerah, Badan Intelijen Strategis Tentara 
Nasional Indonesia pada Komando Daerah Militer/Komando 
Resort Militer/Komando Distrik Militer/Pangkalan Utama 
Angkatan Laut/Pangkalan Angkatan Laut/Pos Angkatan Laut, 
dan Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri.  

Pasal 196. . . 
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Pasal 196 

Cukup jelas. 

Pasal 197 

Cukup jelas. 

Pasal 198 

Cukup jelas. 

Pasal 199 

Cukup jelas. 

Pasal 200 

Cukup jelas. 

Pasal 201 

Cukup jelas. 

Pasal 202 

Cukup jelas. 

Pasal 203 

Cukup jelas. 

Pasal 204 

Cukup jelas. 

Pasal 205 

Cukup jelas. 

Pasal 206 

Cukup jelas. 

Pasal 207 

Cukup jelas. 
 
 

Pasal 208 . . . 
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Pasal 208 

Cukup jelas. 

Pasal 209 

Cukup jelas. 

Pasal 210 

Cukup jelas. 

Pasal 211 

Cukup jelas. 

Pasal 212 

Cukup jelas. 

Pasal 213 

Cukup jelas. 

Pasal 214 

Cukup jelas. 

Pasal 215 

Cukup jelas. 

Pasal 216 

Cukup jelas. 

Pasal 217 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Yang dimaksud dengan “tempat lain” antara lain rumah, 
asrama, atau tempat penginapan yang digunakan sebagai 
tempat penampungan sementara. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e . . . 
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Huruf e 

Cukup jelas. 

Pasal 218 

Cukup jelas. 

Pasal 219 

Cukup jelas. 

Pasal 220 

Cukup jelas. 

Pasal 221 

Cukup jelas. 

Pasal 222 

Cukup jelas. 

Pasal 223 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Perlakuan khusus diberikan kepada korban perdagangan 
orang dan Penyelundupan Manusia karena korban bukan 
Deteni. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Pasal 224 

Cukup jelas. 

Pasal 225 

Cukup jelas. 
 
 Pasal 226 . . . 
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Pasal 226 

Cukup jelas. 

Pasal 227 

Cukup jelas. 

Pasal 228 

Ayat (1)  

Yang dimaksud dengan “keadaan mendesak” ditujukan untuk 

mencegah orang yang diduga melakukan tindak pidana atau 

melakukan pelanggaran akan melarikan diri keluar negeri. 

Orang yang akan dicegah dikhawatirkan diduga pada saat itu 

telah berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi untuk keluar 

negeri sebelum keputusan Pencegahan ditetapkan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Yang dimaksud dengan “tidak ada” antara lain karena 

kekosongan jabatan, berhalangan baik sementara maupun 

tetap. 

Ayat (5) 

Cukup jelas. 

Ayat (6) 

Cukup jelas. 

 
Pasal 229 . . . 



 
 

 

- 44 - 
 

 
 

Pasal 229 

Cukup jelas. 

Pasal 230 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “pada kesempatan pertama” adalah 
sesaat setelah menerima surat keputusan tersebut. 

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan “daftar 
Pencegahan” adalah daftar yang memuat identitas orang yang 
dikenai keputusan Pencegahan, alasan Pencegahan, dan 
jangka waktu Pencegahan. 

Ayat (2) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Yang dimaksud dengan “foto” adalah foto wajah atau 
pasfoto.   

Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 231 

Cukup jelas. 

Pasal 232 . . . 
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Pasal 232 

Cukup jelas. 

Pasal 233 

Cukup jelas. 

Pasal 234 

Yang dimaksud dengan “Pejabat yang berwenang” adalah pimpinan 
instansi pemerintah. 

Pasal 235 

Cukup jelas. 

Pasal 236 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Alasan penangkalan berdasarkan permintaan dalam 
ketentuan ini terkait dengan peran aktif dan posisi Indonesia 
dalam pergaulan atau hubungan internasional. 

Pasal 237 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan “daftar Penangkalan” adalah daftar 
yang memuat identitas Orang Asing yang dikenai keputusan 
Penangkalan, alasan Penangkalan, dan jangka waktu 
Penangkalan. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

 Ayat (3) . . . 
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Ayat (3) 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Pasal 238 

Cukup jelas. 

Pasal 239 

Cukup jelas. 

Pasal 240 

Cukup jelas. 

Pasal 241 

Cukup jelas. 

Pasal 242 

Cukup jelas. 

Pasal 243 

Cukup jelas. 

Pasal 244 

Cukup jelas. 

Pasal 245 

Cukup jelas. 

Pasal 246 

Cukup jelas. 

Pasal 247 

Cukup jelas. 

 
Pasal 248 . . . 
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Pasal 248 

Cukup jelas. 

Pasal 249 

Cukup jelas. 

Pasal 250 

Cukup jelas. 

Pasal 251 

Cukup jelas. 

Pasal 252 

Cukup jelas. 

Pasal 253 

Cukup jelas. 

Pasal 254 

Cukup jelas. 

Pasal 255 

Cukup jelas. 

Pasal 256 

Cukup jelas. 

Pasal 257 

Cukup jelas. 

Pasal 258 

Cukup jelas. 
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